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PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 9 TAHUN 2016
TENTANG

PERCEPATAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN SATU PETA
PADA TINGKAT KETELITIAN PETA SKALA 1:50.000

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

—

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

bahwa dalam rangka mendorong penggunaan Informasi
Geospasial guna pelaksanaan pembangunan nasional
dan untuk mendukung terwujudnya agenda prioritas
Nawacita, diperlukan kebijakan satu peta yang mengacu
pada satu referensi geospasial, satu standar, satu basis
data, dan satu geoportal,;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Presiden tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu

Peta pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000;

Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi
Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5214);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2013 tentang
Ketelitian Peta Rencana Tata Ruang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 8, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5393);

MEMUTUSKAN : ...
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MEMUTUSKAN :
PERATURAN PRESIDEN TENTANG PERCEPATAN
PELAKSANAAN KEBIJAKAN SATU PETA PADA TINGKAT
KETELITIAN PETA SKALA 1:50.000.

Pasal 1

1. Kebijakan Satu Peta, yang selanjutnya disebut KSP
adalah arahan strategis dalam terpenuhinya satu peta
yang mengacu pada satu referensi geospasial, satu
standar, satu basis data, dan satu geoportal pada tingkat
ketelitian peta skala 1:50.000. ‘

2. Peta adalah suatu gambaran dari unsur-unsur alam
dan/atau buatan manusia, yang berada di atas maupun
di bawah permukaan bumi yang digambarkan pada
suatu bidang datar dengan skala tertentu.

3. Geospasial atau ruang kebumian adalah aspek
keruangan yang menunjukkan lokasi, letak, dan posisi
suatu objek atau kejadian yang berada di bawah, pada,
atau di atas permukaan bumi yang dinyatakan dalam
sistem koordinat tertentu.

4. Data Geospasial yang selanjutnya disingkat DG adalah
data tentang lokasi geografis, dimensi, atau ukuran,
dan/atau karakteristik objek alam, dan/atau buatan
manusia yang berada di bawah, pada, atau di atas
permukaan bumi.

5. Informasi Geospasial yang selanjutnya disingkat IG
adalah DG yang sudah diolah sehingga dapat digunakan
sebagai alat bantu dalam perumusan kebijakan,
pengambilan keputusan, dan/atau pelaksanaan kegiatan
yang berhubungan dengan ruang kebumian.

6. Informasi ...



10,

11.

12,

13.

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

<3 =

Informasi Geospasial Dasar yang selanjutnya disingkat
IGD adalah IG yang berisi tentang objek yang dapat
dilihat secara langsung atau diukur dari kenampakan
fisik di muka bumi dan yang tidak berubah dalam waktu
yang relatif lama.

Informasi Geospasial Tematik yang selanjutnya disingkat
IGT adalah IG yang menggambarkan satu atau lebih tema
tertentu yang dibuat mengacu pada IGD.

IGT Status adalah IGT yang mempunyai aspek hukum
penguasaan lahan.

IGT Perencanaan Ruang adalah IGT yang memuat aspek
perencanaan pemanfaatan ruang.

IGT Potensi adalah IGT yang memuat informasi mengenai
Transportasi dan Utilitas, Lingkungan, dan Potensi
Kawasan.

Walidata IGT adalah pimpinan tinggi pratama pada
kementerian/lembaga yang memiliki tugas pokok, fungsi
atau kewenangan menurut peraturan perundang-
undangan dalam penyelenggaraan IGT.

Kelompok Kerja Nasional IGT adalah kelompok kerja yang
dibentuk untuk mengelola penyelenggaraan IGT antar
pemangku kepentingan.

Jaringan Informasi Geospasial Nasional yang selanjutnya
disebut  Jaringan IGN adalah suatu sistem
penyelenggaraan pengelolaan IG secara bersama, tertib,
terukur, terintegrasi, dan berkesinambungan serta

berdayaguna.

Pasal 2 ...
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Pasal 2

Percepatan Pelaksanaan KSP pada tingkat ketelitian peta
skala 1:50.000 bertujuan untuk terpenuhinya satu peta
yang mengacu pada satu referensi geospasial, satu
standar, satu basis data, dan satu geoportal guna
percepatan pelaksanaan pembangunan nasional.
Percepatan Pelaksanaan KSP pada tingkat ketelitian peta
skala 1:50.000 sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
berfungsi sebagai:

a. acuan perbaikan data IGT masing-masing sektor; dan
b.acuan perencanaan pemanfaatan ruang skala luas

yang terintegrasi dalam dokumen Rencana Tata Ruang.

Pasal 3

Percepatan pelaksanaan KSP dilakukan melalui
penetapan Rencana Aksi Percepatan Pelaksanaan KSP
tahun 2016-2019 sebagaimana tercantum dalam
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Presiden ini.

Penanggung jawab program pada Rencana Aksi
Percepatan  Pelaksanaan KSP tahun 2016-2019
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memastikan
ketersediaan pembiayaan pada masing-masing
kementerian/lembaga/pemerintah daerah untuk
penyiapan IGD dan/atau IGT.

Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat
bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah,

dan/atau sumber pendanaan lain yang sah.

(4) Kementerian ...
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Kementerian Keuangan dapat memberikan tambahan
alokasi anggaran pada kementerian/lembaga untuk biaya
penyiapan IGD dan/atau IGT sebagaimana dimaksud
pada ayat (2).

Pasal 4

Percepatan Pelaksanaan KSP dilakukan pada tingkat

ketelitian peta skala 1:50.000.

Dalam hal tertentu, percepatan pelaksanaan KSP dapat

dilakukan pada tingkat ketelitian peta di luar skala

1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Rencana Aksi

Percepatan Pelaksanaan KSP tahun 2016-2019.

Percepatan pelaksanaan KSP terdiri dari 4 (empat)

kegiatan, yang terdiri atas:

a. kompilasi data IGT yang dimiliki oleh
kementerian/lembaga, Kelompok Kerja Nasional IGT,
dan/atau pemerintah daerah untuk seluruh wilayah
Indonesia,;

b. integrasi data IGT melalui proses koreksi dan verifikasi
IGT terhadap IGD;

c. sinkronisasi dan penyelarasan antar data IGT yang
terintegrasi; dan

d. penyusunan rekomendasi dan fasilitasi penyelesaian
permasalahan IGT termasuk penyediaan alokasi
anggaran dalam rangka penyelesaian permasalahan
tersebut.

Pasal 5

Dalam rangka percepatan pelaksanaan KSP, Pemerintah
membentuk Tim Percepatan KSP.

Tim Percepatan KSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
mempunyai tugas:

a. melakukan ...






	NPSCN_001.pdf
	NPSCN_001(1).pdf
	NPSCN_001(2).pdf
	NPSCN_001(3).pdf
	NPSCN_001(5).pdf

